Fatwa MUI Dalam Tata Hukum
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Fatwa DSN MUI adalah hulkum positif, hukum yang berlaku
dan mengikat. Fatwa MUI juga telah menjadi hukum in
concreto, sehab menjadi rujulkan hakim dalam memutus

perkara ekonomi syariah...

Dalam beberapa wakw bela-

kangan, diskursus kedudukan

fatwa kembali mengemuka

setelah beberapa fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dianggap berefek
(baca: berimplikasd offide kepadascbagian
masyarakat dalam menyikapinya. Poleimik
puntidak techindarkan. Misalnya, Fatwa MU
Nomor56 Talm 2016 1entang Hukum Meng-
gunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim
yang disambut dengan sweeping oleh
segolongan masyarakat untuk penegakan
farwa tersebul.

Demikian jugatentang fatwa terkait peng-
hinaan terhadap Alquran oleh salah seorang
calon gubernur DKI Jakarta yang berefek
demonstrasi besar-besaran melalui aksi411
dan 212. Polri pun bereaksi keras dengan
dalil yang "positivistik” balwa fanwa bukan
hukura positif yang bertaku dan bersifat
mengikat bagi warga negara.

Kedudukan fatwva dalam hukum positif
menjadi penting didudukkan untuk menja-
wab pertanyaan-pertanyaan dalam kaitan
dengan kedudukan fatwa dalam struktur
norma dalam il hukurn dan tata hukum
Indonesia. Tulisan inf ingin menjawah per-
tanyaan-pertanyaan yang muncui dalam
kaitan persoalan di aias, bagaimana kedu-
dukanfaiwadalam ttahukuwnindonesia? Lale
bagaimanakah status kelemmbagaan MUI?
Apakah MUTbisamenghasilkan hukumposidf?

Kedudukan Fatwa MUT
Sebagianbesar pakar hukum indonesia
atau pendapat mainstream menyatakan
hahwa farwa termasuk Fatwa MUThukanliah
hukum positif (hukum yang sedang berlaku)
yangimempunyai kekuatanhukumimengikat.
Dalil yang digunakan adalah bahwanomma
dalam bentuk fatwa tdak disahkanolehlem-
baganegarayang ditunjuk undang-undang.
Adalab UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan-perundang-un-
dangan secara khusus mengarur norma hui-
kumyangberlaa. Dalam UU tersebutdinya-
takan bahwa Peraturan Perundang-undangan
adalah peraturantermilisyangmemuatnonna
hukum yang mengikat secara unnim dan
dibentuk atauditetapkan olehlembaga negara
araupejabat yang berwenang melalui prose-
dur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan.
KetentuandalamUU tersebut mensyara-
katkan hubaum yangberlaku didasarkan pacda
dua (2} hal yakni peraturan rersebut tertulis
yangmemuat normahukum yan%mcngikal
secaraumum dan dibentuk dan ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenangmelaluiprosecurvangditetapkan
dalamPeraturan Penmdang-undangan.
UU Nomor 12 {ahun 2011 hanyamenc-

tapkanjenisdan hirark peraturan perundang-
undangan pada UUD 1945, ketetapan MPR,
UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden. Perituran Daerah Provinsi, Peranu-
ran Daerah Kabupaten Kota. Sedangkan
lembag‘;’yangbemakmenempkan UUadalah
MPR, DPR, DPD, MahkamahAgung, Mahka-
mal Konstitusi, Badan Perneriksa Kenangan,
KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri dan
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yangdibenruk dengan Undang-Undangatau
Pemerintahatas perintah Undang-Undang,
DPRD, Gubernur. DPRD, Bupat, Kepala Desa
atauyangsetingkat. Sedangkar untukbadan.
lembaga. dan komisi negara lainnya hanya
diakui berwenang membuat hukum positif
jikakeberadaannya“dibentuk denganundang-
undang, atau Peeriniah atas perintah
undang-undang” (Lihat Pasal 8 Ayat (1) UU
No12/2011). Dengan demildan balhwabadan,
tembaga dankomisi negara yangtidak diben-
wkdenganundang-undang ataupundiben-
tuk pemerintah bukan atas perintah undang-
undang, tidak punya kewenangan untuk
menetapkan hukum positif.

Tentu, dari segi hirarki dan jenis perun-
dang-undangan Fatwa MUI tdak termasuk
di dalamnya. Demikian juga dari segi
kelembagaan. MUT bukantahlembaganegar
yangmendapatagibusi mengeluarkan procuk
hukum. MUT hanyalabwadah musyawarah
dimulama, pemimpindan cedikiwan muslim
dalam mengayoimi dan mengembangkan
kehidupan yang tslami serta meningkatkan
partisipasi umat Istamidalam pembangunan
nasional Dalam posisiing, MUThanyalah mitra
pemerintah (Perpres Nomor 151 Tahun 2014
tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUT.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa
tak sat tempatpun yang bisa diduduki oleh
Fatwa MUT schingga Fanwa MU bukanlah
sat dari peraturan perundang-undangan
yangmengikat. Karenanya, kedudukan Fanva
‘MUI hanya sebagai elemeninfra strukor
ketatanegaraan, bukan institusi negara
sehingga fatwa MUTbukanlahhukumnegara
yanﬁ mempunyai kedawlatan yang bisa
dip: n kepada masyarakat Karcnanya,
sebagaimana dikatakan Mahfud MD, fatwa
itutidak lebih dari pendapat hukin (legal
opinion) yangboleh diikun alau tidak Fatwa
dapat mengilg«at jikatelatidiberi bentuk hu-
kumterenmolehlembaga yangberwenang,
misahyafawadiadopsimenjadiimdang-undang,
Perantran Presiden atau peratran dagrah dan
peratwrar perundang-undangan laninya.

Positivisme Hukum

Dalarn filsafathukumbahwa pandangan
diatasadalah positvistik dimana hukumada-
lah sesuatu yang telah diletakkan Gres conri-
rren), bukan hukum yang dicita-citakan

~
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{iusconstituendui vy, Pandangan positivisme
hukuny terkait dengan hukum (fate) dan
kekuasaan savereign).climanahukum adalah
perintah penguasa (conniand of sovereign).
Carapandang yang positivistik inilah yang
membuat hukum kita menjadi kaku dan
sovereign mindierd. Padahal, positivinie hukum
dapat diterapkan jika unsur-unsur telah
terpenuhi. John Austin mengatakan bahwa
hukum (aw)adalah perpaduanantara wish,
sanction, expression of wish. generatlyvang
diberi kekuatan penguasa (i sovereign who
initiates the command).

Padakonteks Fanwva MUL benar fatwa
MUT belum/tidak disahkan oleh penguasa
sehingga tidak mempunya kekuatanhukum
mengikat, namun pada saat yang sama pe-
nguasajuga ddak mencgakkan hukumyang
harus menghonnati kebebasan beragama
(dalarn hal ini menggunakan atribut aganya
tertentu, misahyya) maka, positivime hukum
tidak berjalan secaraadil. Sebab, unsur sove-
reign sebagaimana yangsyaratkan oleh John
Austin juga bertujuanimtuk menjamin ada
rersamaan kedudukan di hadapan hukum
hagi semua orang (equeality before the law),
Maka, pantas saja hukum hitkunm yang hidup
(living lawatau expression) dariumat Jslam
ingin masuk dalanm kedaulatan negara ey
enforcement).

Fatwa MUI Sebagai Hukum Positif
Kedudukan Farwa MUl menjadi penting
dalam tata hukuwm diIndonesia sebab secara
dejuremaupundefactotelah berperanseba-
gailembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari
kewenangan MUIT dalam menerbitkan sertifi-
kasi halal (walaupun akhiiniva peran ini akan
beralih kepada Badan Penyelenggara Jami-
nan Produk Halal (BPJP11) sesuai dengan
amanah UU Nomor33 Tahnin 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (JPH). Tentang hal
ini. menarikesis Profesor Tim Lindsey vang
menvatakan MUl adalah adalah LSM vang
juga mempunyai bersifatorgan publix negara
aauQuasi-Aulonomoius Non-Govemmental
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Organization (QUANGO), Sampai disini status
kelembagaan MUI bukanlah organisasi
masyarakat biasa sebagainiana unmmnya,
namun MUT telah menjadi hagian dari unsur
nhegara (sovereign) yang merupakan syarat
berlakunya hukum dalam pandangan
positivisine hukunt.

Penting dipertegas bahwa fatwa MUI
datam konteks hukum Indonesia. bukanlah
sekedar pendapat hukum (legal opinion)
biasa sebagaimiana pendapat kebanyakan
ahli hukum dan pelajaran itmu hukum di
Fakultas Hukur, namun, fatwa MUTadalah
dokwin atau pendapat hukum yangbersifat
Khususdandapatimenjadihukumyang bera-
ku danimengikat. Hal ini dibuktikandengan
kehadiran Fawa DSN MUI yang berkaitan
dengan ekonomi syariah. Sebagaimana ke-
simpulan Yenni Salma Barlinti dalam
disertasinya yangberjudul " Kedudukan Fatwa
DewanSyariah Nasional dalamSistem Hukem
Nasional di Indonesia” yang dipertahakan
di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(UD) menyatakan bahwa Fatwa DSN MUI
adalah landasan hukumn bagi lembaga ke-
uangan syariah (LKS) dalammenjalankan
produk kegiatan usahanya. Bahkan,peraturan
perandang-undangan mienentukan adanya
sanksi administrati{dan sanksipidanaapabila
ketentuan Fatwa DSN tidak ditaati.

Dengan demikian farwa DSNMUT adalah
hukum positif, hukum yang berlaku dan
mengikat (Barlind, 2010), Selain{tu, bahwa
fatwa MUI juga telah menjadi hukum in
concrem, sebab Fanwa DSN MUl adalah nujukan
hakim dalam memutus perkara ekonormi

iahsebagaimanaamanah UUNo3Taim
2006 tentang Pengadilan Agama. Dengan
demikian, saat Fatwa MUTmenjadi rujukan
padaputusanpengadilan, makasaatint Fawa
MUI tidak hanya sumber hukum positif
namun jugamenjelma menjadihukunyang
mengikat bagi pihak yang berperkara di
pengadilan. Wallahua'lon.
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Tidal hanya pada faw in the books, pada law in action
pun korporasi juga telah dijadikan subjek hukum pidana

barat perang, penegakan hukum
pidana lerhadap kemorasi mempu-
nyatamunisi baru. Peraturan Mah-
kamah Agung (Penima) Nomor 13
Tahun 2016 temang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidanaoleh Korporasimenjadi
amunisipenting untuk menjerat perusabiaan
yang melakukan tindak pidana. Penegakan
hukum tethadap perusahaan yangmelakn-
kan tindak pidana setama ini{)elum terasa
efektifsalah satuinya disebabkan helunm me-
madainyaregulasitentang halitubaiklnikum
materil mavpun dan hukum formit.
‘Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran
PermaNomor 13 Tahun 2016 di penghujung
tahun2016 disebabkan kesulitan yangdialan
oleh penegak hukumuntuk menjerat perusa-
haan yang melakukan tindak pidana. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) misaliya,
selama 12 tahun melakukan pemberantasan
korupsitelah mampumenetapkan 146 peng-
urus perusahaan sehagai tersangka korupsi,
namun belumadasaiu komporasiyang dapas
dijerat dengan hukum pidana. Padahal, sulic
menghitung dengan jan jumiah perusahaan
yang melakukan tindak pidana baik sccara
sendirian maupun bersama-sama dengan
perusabaan lainnya,

Korporasi Subjek Pelanggaran
Hukum gndana

Persaalan mendasarmenga)pa komorasi
sulitdijerat dengan hukum pidana disebabkan
belum memadai instrumen hukum yang
dapatmembuat para hakim dapatmenjerat
korporast sebagai subjek hukum pidana.
Daladm diskursus tindak pidana korporasi.
persoalansubjek hukum tindak pidanaadalah
persoalanklasik, apakah subjekhukwm hanya
terbalas padaorang perscorangan (nanurlijk
perroon), atau juga karporasi sebagai baik
badan hukum {recht persoon). Hal ini
mengingat korporasi adalah subjek hulam
yangbukanbukanaslialias“jadi-jadian™, sebab
sulitmengukur fliemental elementofacrine
yang disebut rneans rea yang merupakan
sikap haiin dalam perbuatan pidana oleh
korporasi.

KUHP misainya. masih mengann asas
sociaesdelingueranon potestyakniasasyang
menyatakan kesalahan menuruthukum
pidinaselalu disyaratk:n sebagai kesalahan
dari manusia. karenantya badan hukumatau
korporasi dianggap tidak dapat melakukan
tindak pidana. Namun, ti Belanda, ditermpat
lahimya KUHP telah mengubah ketentuan
tentanghalini. KUHP Belanda Pada tanggal
23 Juni 1976 menjadikan komporasi sebagai
subjek hukum pidana sehagaimana terdapat
pada pasal 51 KUHP Belanda yang isinya
menyatakan bahwa tindak pidana dapat
dilakukan baik oleh perorangan maupun
korporasi.

Jika suatu tindak pidana ditakukan oleh
korporasi, penuntutan pidanadapat dijatankan
dansanksi pidana maupun tindakan yang
disediakan dalam perundang-undangan
sepanjangberkenaan dengan karporasi dapat
dijatuhkan. Pengenaansanksidapatdilakukan
terhadap korparasi sendin. ataumereka vang
secarafakiual mernberikan perintah untuk
% elakukan tindak pidana yang dimaksud.

termasuk mereka yang secara fakiual
memimpin pelaksanaan rindak pidana
dimaksucl, araukorporasi ataumereka yang
dimaksud di atas bersama-sama secara
anggungrenteng

Dindonesia, jika dilihat berbagai perat-
ran ?cmnclnn -undangan bahwa korporasi
adalah subjek bukum yang dapat dijerat
dengan hukumpidana. Dalam hal korupsi
misalnya, Pasal 2 UU Na. 31 Tahun 1999
tentahg Pemberantasan Korupsi telah
menyatakan bawwa korupsi adalah perbuatan
mefawan hukum dengan melakukan
petbuatanmemperkayadirisendin atav ovang
lain atau suatu korporasi yang dapat menugi-
kankeuangan negara atau perekonomian
negara.

Tidak hanya pada i in the books, pada
fmuinactdonpun korparasi juga tetah dijadi-
kan subjek hukum pidana. Halini dapat kita
liha dari beberapa putusan hakim yang werkait
dengantindak pidana oleh korporasi. Sebut
saja kasus pajak Asian Agri Group (AAG),
walaupunfaksa Penuntut Umum (JPU hanya
mendakwa Sunsit Laut (Tax Manager (MG).
bukan korporasi AAG sebagai subjek hukum,
namun Putusan Mahkamah Agung Nomor
2239 K/PID.SUS/2012 menghukum Asian
Agri Group sehagai subjek hukuam dan imen-
jauhkan hukuman pidana sebesar Rp2.5
wiliun,

Kasuslain yangtak kalah menarik adatah
perkara vang melibatkan P71, Dongwoo
Lwvirotental indonesia (DL, Majelis hakim
melalui putusan kasasiNo. 862/K/Pid. Sus/
2010 menjatuhkan pidana terhadap PT. DEF
sehagai korporasimeskipun JPU idak melaku-
kan dakwaan dan tuntutan kepada PT. DEL
IPU sebagai subjek hukum, melainkan
mendakwa KimYoungWoo sebagai pengurus
perusahaan. Hal ynngmenarif]lari kasus
ini adalah saat majelis hakim menjatuhkan
pidana kepada PT. DEI sekaligus menjatuhkan
ancaman kurungan terhadap KimYoungWoo
jika PT. DEl tidak membayar picana denda
yang dijacuhkan. Kasus lain tindak pidana
korporasi dapat dilihat pada putusan
Pengadilan Tinggi Banjanuasin No. 01/Pid.
Sus/2009/PT. B] vang menjuatubkan pidana
dendasebesar1.317.762.129kepacla PT. Giri
Jaladhi Wana (GTW).

‘findak pidana korporasi juga terjadipada
sektor perikanan, Diantara kejabatan peri-
kanan yang dilakukan oleh korporasiadalah
penangkapan ikan secara ilegal. penyehch-
pan. kerja paksa dan perdagangan manusia.
Data menyebutkan, pada tahun 2015-2016
terdapat 12 perusahaan penangkapan ikan
yang terierat hukum pidanasang ridak hanva
menjerit pimpinan korlmrasi namun juga
korporasi sebagai badan lwikum fegal eniry)
(Kompas/26/1/2017).

Penguatan Penegakan Hukum
Sebagaimana disebutkan diatas, Penma
Nomor 13Talwn 2016 adalah amunisi baru
datam menjerat korporasi seba’gai subjek
hukurm. Permebaru ini diharapkan dapat
mienjerat kosporasilebih efektif dari sebehum-
nya sehab kriteria tindak pidana korporasi
dalam Permaini lebih dijelaskan baik dari
sist hukumma erial terutama darisisi formil.
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Dari sisi hukum materil misalnya, Perma
Nomor 13 ahun 2016 mencgaskan bahwa
tindak pidana oleh knrporasi adalah tindak
pldana yang dapat dimintakan pertang-
gungiawaban pidana kepada komporasisesuai
dengan undang-undang yang mengatur
tentang korporasi (Pasal tangki 8.

Melatui Pennaini, hakimdipandudengan
kriteria untuk menitai tindak pidana oleh
korporasi yakni. pertama. korporas) dapat
memperoleh keuntunganatan manfaat dari
|indaj< pidanaterschut atau tindak pidana
tersebut ditakukan untuk kepentingan
korporasi. Kenntungan korporasi misalnya
dapat ditandai dengan masuknya aliran dana
ke dalamn kas korporasi/ rekening korporasi.
Arau. indak pidana dilakukan unwk kepen-
tingan karporasi yang ditandai dengan
misalnya uang kas dari sebuah korporasi
digunakan ik melakukansehuahiindakan
untuk kepentingan korporast. Berdasarkan
aturanini idaklah sulitmenjeratkasus Operasi
Tangkap Tangan (O17) KPKvaknisuap rekla-
masi pantai diJakarta yangmenyeret direkuar
utama korporasi schagal tersangka. Sebab
pembenanuang suap vangdilakukan terkait
dengandengankepentingankomorasi vang
melakukanreklamasi panai,

Kedua, kritericcunnik menikiiinedak pidana
aleh korparasiadalah kavporasimemtriarkan
terjadinya tinduk pidana, serta vang ketiga
adalah komorasi iidak melikukan langkah-
langkah yang diperlukan unjuk metakukan
pencegahan yang dapat herdampak yang
lebih besar dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentnan hukum vang berlaku”

gnamenghindari teradinya undak pidana.
Sedangkan dind sisi hukum formil Penima
Nomor 13 Tahun 2016 ini dapat dikatakan
refatiflengkap untuk menangani perkara
vidanzkorporasinukii dari tahap penyidikan,
=tean hingga peluksanaan cksekusi
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putusan. Sefainitu, pihak yang dapa dijerat
riznganpidana berskalalebih luas, tidak hanya
koporasinamunjugaorangyangberdasarkan
hubungankerjiatau berdasarkan hubungan
lain baik sendiri manpun bersama-sama

ang bertindak untuk dan alas nama

omporusi di dalam maupundiluarlingkungan
korporasi (Pasal3). Tidak hanyaitu. cakupan
subjek hukum juga memasukkan tinclak
pidana dilakukan oleh korporasi dengan
nelibatkan induk korporasi dan/atau
korporasi subsidiari dan/atau kotporasiyang
miempunyai hubungan dapat dxgemmggung-
jawabkan secara pidana sesuai dengat peran
masing-masing.

Dengan cakupansubjekhukwm yangluas
diatas. maka pemberantasan tindak pidana
dapat ditakukan secaramenyeluruh, dari
hulusampai hilir. Halinisangat pentingunuk
meimastikan asaskeaditandalampenegakan
hukum dapat wrpenuht. Sehab dalamprakiek
tindak pidana yang muncul ke peimukaan
adalah perusahaan pelaksana dari sebuah
tindakan, padabal banyak afiliasiperusahaan
danorang-orangyangterlebih datamselniah
persekongkolan.

Dengandemikian, keluamya PermaNo-
mor 13 Tahun 2016 membat asa unmuk
membasmi kejahatan-kejabatan yang
dilakukan oleh korporasi semakin kuat.
Tinggal lagi, penegakan hukum (law
enforcernent)tidak hanya bersandar pada
regulasi yang baik namurnijuga dibutuhkan
kejujuran dan nyali penegak hukum sena
kesadaran (legal crlture) semua komponen
masyarakat dan pemerintah sehingga
keadilan hukum dapat tercapai. Semoga.
Wallahidalant.,

Penutic adalal 'engajar Hukom
Pascasarjina UINSU




